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ABSTRACT 

The purpose of the study is to ascertain how capital expenditures for the Papua province are 

impacted by regional original revenues, general allocation funds, and special allocation funds of 

partial and simultaneous equity. The APBD Budget Realization Report of the Government of 

Regional/Cities in Papua Province, which covers a period of 6 years beginning in 2017 and 

ending in 2022, is the population of the study. There are 29 regional/cities in the province, and 

174 people make up the sample. Secondary data from the APBD Realization Report, acquired 

from DJPK Kemenkeu RI, is the type of data that was used. Double linear regression is used in 

data analysis techniques along with documentation and library resources. The study's findings 

indicated that the regional original revenues variable, the general allocation fund, and the special 

allocation fund all had no effect on capital expenditures in the regional or city of Papua. At the 

same time, the regional original revenues, the special allocation fund, and the general allocation 

fund all had no effect on capital expenditures in the regional or city of Papua.  

Keywords: Regional Original Reveues, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital 

Expenditure. 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapatan asli daerah, dana 

alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara parsial dan bersamaan mempengaruhi belanja 

modal di pemerintahan provinsi papua. Penelitian ini berfokus pada Laporan Realisasi Anggaran 

APBD Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, yang berlangsung selama 6 tahun, mulai 

dari tahun 2017–2022. Penelitian ini mencakup 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, dan sampel 

yang digunakan adalah 174 individu. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data 

sekunder, yaitu Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari DJPK Kemenkeu RI. Metode 

pengumpulan data dilengkapi dengan petunjuk dan literatur, selain analisis data regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak memengaruhi 

belanja modal; dana alokasi umum dan khusus tidak memengaruhi belanja modal; dan, pada saat 

yang sama, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan khusus tidak memengaruhi belanja 

modal Kabupaten atau Kota Provinsi Papua.  

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja 

Modal. 
 

PENDAHULUAN Pembangunan wilayah adalah bagian 

integral dari ekspansi atau pembangunan 
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nasional, yang dilakukan atas dasar 

otonomi daerah dan memberikan 

kesempatan untuk meningkatkan 

kerakyatan dan kualitas suatu wilayah 

melalui aturan sumber daya nasional. 

Tujuan pembangunan wilayah ini adalah 

untuk menjadi aktif, terpadu, dan 

meningkatkan keinginan dan ketenteraman 

masyarakat. Pemerintahan daerah adalah 

bagian dari pemerintahan pusat yang 

bertujuan untuk meningkatkan 

keberhassilan pemerintahan dan bantuan 

terhadap rakyat, serta meningkatkan 

keinginan rakyat untuk pelayanan 

masyarakat yang hemat, baik, benar, 

terbuka, bertanggung jawab, dan peduli di 

masa perubahan (Inman, 2011). 

Indonesia menerapkan prinsip 

desentralisasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, yang memungkinkan 

daerah untuk menerapkan otonomi daerah, 

yang secara resmi dimulai pada 1 Januari 

2001. Setiap daerah memiliki otoritas 

untuk mengelola perekonomian dan 

memaksimalkan sumber dayanya. Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah menyatakan 

bahwa otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat lokal dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  Oleh 

karena itu, pemerintah daerah harus 

menunjukkan bahwa mereka mampu 

melaksanakan wewenang mereka dengan 

menerapkan tata kelola pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel serta 

mengoptimalkan pengelolaan keuangan 

mereka. 

Dengan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, pemerintah menerapkan kebijakan 

otonomi daerah pada kewenangan publik. 

Undang-undang ini menetapkan bahwa 

pemerintah daerah harus mengatasi semua 

kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan 

pelayanan, penyediaan fasilitas, dan 

pembangunan infrastruktur, yang 

merupakan tanggung jawab setiap pemerintah 

daerah (Putri et al., 2021). 

Hal utama yang menentukan 

bagaimana daerah dapat memanfaatkan 

potensi yang ada adalah anggaran, yang 

biasanya disebut sebagai APBD, atau 

pendapatan daerah dan anggaran belanja. 

Pemerintah pusat memberikan wewenang 

kepada daerah untuk mengelola dan 

mengembangkan sumber daya keuangan 

mereka sendiri (Ananda & Habiburrahman, 

2023). 

Di Indonesia, banyak wilayah masih 

jauh dari kemajuan ekonomi, teknologi, dan 

pembangunan. Provinsi Papua adalah salah 

satu yang paling tertinggal, dengan 4.970 desa 

(974 tertinggal dan 3.996 sangat tertinggal) 

menurut data BPS tahun 2021. Walaupun 

demikian, angka ini menurun jika 

dibandingkan dengan data dari tahun 2020, 

yang menunjukkan 5.015 desa tertinggal. Hal 

ini dapat disebabkan oleh pendidikan dan 

pembangunan yang tidak merata, serta 

kualitas tenaga kerja yang rendah. Warga 

Papua sangat kecewa karena pembangunan 

infrastruktur dasar lambat. Namun, tidak 

sedikit anggaran dari pemerintah pusat yang 

dialokasikan melalui APBD untuk kegiatan 

pemerintah provinsi. Pendapatan asli daerah, 

dana perimbangan, serta sumber lain dari 

pendapatan yang sah, menyediakan dana 

untuk kegiatan tersebut (Koranjakarta, 2021). 

Berdasarkan Laporan kajian fiskal 

regional Provinsi Papua tahun 2021 yang 

disampaikan oleh Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan (DJPb), Dari sisi realisasi, 

APBD Provinsi Papua tahun 2021 mengalami 

penurunan yang cukup tajam pada pendapatan 

daerah sebesar 33,65 persen dibandingkan 

tahun sebelumnya dari Rp43,38 triliun 

menjadi Rp28,78 triliun. Demikian juga 

dengan belanja daerah mengalami penurunan 

realisasi sebesar 3,65 persen dari Rp42,13 

triliun di tahun sebelumnya menjadi sebesar 

Rp40,63 triliun. Disamping penurunan pada 

belanja daerah, persentase belanja modal  

meningkat 1% atas belanja daerah 

dibandingkan dengan tahun 2020.  
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Dalam situasi di mana PAD dan 

dana perimbangan digunakan dalam 

hubungannya dengan belanja modal, 

tujuan dari pengeluaran belanja modal 

adalah untuk mendapatkan aset yang 

memiliki kemampuan untuk membangun 

fasilitas publik. Provinsi Papua menerima 

sejumlah besar dana perimbangan dari 

pemerintah pusat; TKD dari pemerintah 

pusat menjadi sumber terbesar yang 

digunakan provinsi untuk membayar 

daerah. Pemerintah Provinsi Papua belum 

memanfaatkan secara efektif potensi 

pendapatan dari daerahnya sendiri. 

Akibatnya, ini bertujuan untuk 

memastikan pemerataan pembangunan, 

mendukung infrastruktur, dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat 

Papua.  

Indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah realisasi pendapatan 

daerah dan realisasi total belanja daerah. 

Berdasarkan uraian tersebut, 

penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum dan Dana Alokasi Khusus 

Terhadap Belanja Modal”. Penelitian ini 

dapat memberikan pemahaman yang lebih 

baik mengenai hubungan antara 

pendapatan asli daerah, dana alokasi 

umum dan dana alokasi khusus dengan 

belanja modal dan memberikan masukan 

yang bermanfaat untuk meningkatkan 

pengelolaan anggaran pemerintah daerah. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah metode 

ilmiah untuk mendapatkan data untuk 

tujuan dan tujuan tertentu. Metode 

penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan 

data penelitian yang berupa angka-angka 

dan analisis menggunakan statistik 

(Sugiyono, 2019).  

Dalam penelitian ini metode 

kuantitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif dan kausal digunakan untuk 

menguji lebih lanjut mengenai pengaruh 

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum 

dan dana alokasi khusus terhadap belanja 

modal dengan pengujian suatu hipotesis untuk 

menentukan apakah diterima atau ditolak. 

Metode penelitian deskriptif menurut 

(Sugiyono, 2019b) menyatakan pengertian 

dari penelitian deskriptif adalah: 

“Suatu rumusan masalah yang 

berkenaan dengan pertanyaan terhadap 

keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu 

variabel atau lebih (variabel yang berdiri 

sendiri). Jadi dalam penelitian ini peneliti 

tidak membuat perbandingan variabel itu pada 

sampel lain dan mencari hubungan variabel itu 

dengan variabel lain.” 

Sedangkan pengertian metode kausal 

menurut (Sugiyono, 2019) adalah :  

“Hubungan yang bersifat sebab akibat. 

Jadi disini ada variabel independen (variabel 

yang memengaruhi) dan variabel dependen 

(variabel yang dipengaruhi).” 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

1. Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Uji statistik t bertujuan untuk melihat 

sejauh mana pengaruh dari masing-masing 

variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen. Pengujian 

yang dilakukan yaitu dengan 

membandingkan antara t hitung dengan t 

tabel. Kriteria yang diambil yaitu jika t 

hitung > t tabel dan tingkat signifikansi < 

0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 

yang artinya secara parsial variabel 

independen berpengaruh  signifikan 

terhadap variabel dependen, sedangkan 

jika t hitung < t tabel dan tingkat 

signifikansi > 0,05 maka H0 diterima dan 

Ha ditolak artinya secara parsial variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Berikut ini merupakan 

hasil uji statistik t (secara parsial): 

Tabel 1. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts t Sig. 
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B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant

) 

1,835 ,677 
 

2,710 ,007 

Pendapat

an Asli 

Daerah 

,002 ,017 ,002 ,129 ,898 

Dana 

Alokasi 

Umum 

-,011 ,049 -,018 -,234 ,815 

Dana 

Alokasi 

Khusus 

,074 ,108 ,053 ,683 ,495 

a. Dependent Variable: Belanja Modal 

Sumber: Hasil Output SPSS 25 (Data 

Olahan, 2024) 

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat 

disimpulkan bahwa t tabel dengan rumus 

(a/2 ; n-k-1), yang mana diperoleh nilai 

sebesar 1,940 dengan derajat kebebasan 

df=n-k-1, dimana nilai n=jumlah data dan 

k=jumlah variabel independe, maka 

df=174-3-1=170, maka yang diperoleh t 

tabel adalah 1,940. Berdasarkan hasil tabel 

diatas dapat dilihat bahwa : 

a) Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) 

dengan nilai t hitung 0,129 < 1,940 dan 

nilai signifikansi 0,898 > 0,05 maka H0 

diterima dan Ha ditolak. Dapat 

disimpulkan secara parsial variabel 

Pendapatan Asli Daerah (X1) tidak 

berpengaruh terhadap belanja modal. 

b) Variabel Dana Alokasi Umum (X2) 

dengan nilai t hitung -0,234 < 1,940 dan 

nilai signifikansi 0,815 > 0,05 maka 

maka H0 diterima dan Ha ditolak. Dapat 

disimpulkan secara parsial variabel Dana 

Alokasi Umum (DAU) tidak 

berpengaruh terhadap belanja modal. 

c) Variabel Dana Alokasi Khusus (X3) 

dengan nilai t hitung 0,683 < 1,940 dan 

nilai signifikansi 0,495 > 0,05 maka H0 

diterima dan Ha ditolak. Dapat 

disimpulkan secara parsial variabel Dana 

Alokasi Khusus (X3) tidak berpengaruh 

terhadap belanja modal.  

 

2. Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan 

(Uji f) 

Uji f bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-

sama. Uji ini dilakukan dengan cara 

membandingkan antara f hitung dengan f tabel 

menggunakan daftar tabel distribusi F.  

Kriteria yang dapat diambil adalah jika f 

hitung > f tabel maka H0 ditolak dan Ha 

diterima yang artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen, namun jika f 

hitung < f tabel maka H0 diterima dan Ha 

ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. Berikut ini 

merupakan hasil dari uji statistik f (secara 

simultan): 

 

Tabel 2. Uji Hipotesis Secara Simultan 

(Uji f) 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 41,609 3 13,870 ,381 ,767b 

Residual 6184,543 170 36,380   

Total 6226,152 173    

a. Dependent Variable: Y-BM 

b. Predictors: (Constant), X3-DAK, X2-DAU, X1-PAD 

Sumber: Hasil Output SPSS 25 (Data 

Olahan, 2024) 

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat disimpulkan 

bahwa f tabel dengan rumus (k ; n-k) yang 

mana diperoleh nilai sebesar 2,66 , dimana 

k=jumlah variabel independen dan 

n=jumlahdata. Berdasarkan tabel diatas dapat 

dilihat bahwa nilai f hitung untuk seluruh 

variabel independen sebesar 0,381 < 2,66 

dapat dijelaskan bahwa f hitung lebih kecil 

dari f tabel dan nilai signifikansi 0,767 > 0,05 

maka H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya 

tidak terdapat pengaruh signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 

Pembahasan Hasil  

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan secara parsial untuk 

pemerintah daerah kabupaten dan kotadi 
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provnsi papua yang menjadi sampel 

penelitian ini diperoleh hasil analisis 

bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak 

berpengaruh karena nilai t hitung 0,129 

< 1,940 dan nilai signifikansi 0,898 > 

0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Hal ini mengindikasikan bahwa peran 

pendapatan asli daerah dalam 

meningkatkan belanja modal 

pemerintah daerah kabupaten dan kota 

provinsi papua belum dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya. Pendapatan 

Asli Daerah lebih diutamakan untuk 

membiayai pelaksanaan otonomi 

daerah sesuai dengan potensi daerah 

sebagai bentuk perwujudan 

desentralisasi. Persentase PAD dari 

total pendapatan daerah masih sangat 

rendah, sehingga PAD belum dapat 

dioptimalkan untuk dialokasikan pada 

belanja modal.  

Berdasarkan teori stewardship 

pemerintah harus menjadi pengelola 

yang aik bagi seluruh pendapatan yang 

dimiliki daerah, dan harus bertindak 

bertanggungjawab, tidak 

mementingkan kepentingan pribadi 

guna memaksimalkan pendapatan yang 

dimiliki oleh organisasi untuk 

kesejahteraan masyarakat. Pendapatan 

yang dimiliki harus dapat dikelola dan 

dimanfaatkan agar dapat 

memaksimalkan dalam belanja modal 

dan memberi manfaat bagi masyarakat. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu oleh (Maryati et al., 

2022), dan  (Hilda Dyah Safitri & Kiky 

Asmara, 2023) yang menyatakan 

bahwa pendapatan asli daerah tidak 

berpengaruh terhadap belanja modal. 

Namun penelitian ini bertolak belakang 

dengan penelitian sebelumnya yaitu 

(Muttaqin et al., 2021), (Surakhman et 

al., 2019), dan (Romadhon & Aji, 

2021) yang menyatakan bahwa 

pendapatan asli daerah memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap 

belanja modal yang berarti jika total 

pendapatan asli daerah yang dimiliki 

suatu daerah besar, maka pemanfaatan 

pendapatan asli daerah yang dimiliki akan 

lebih optimal untuk meningkatkan belanja 

modal. Pemerintah diharapkan dalam 

menggali potensi pendapatan asli daerah 

untuk meningkatkan belanja modal 

pemerintah daerah menjadi lebih baik 

dengan mengoptimalkan potensi 

meningkatnya pendapatan asli daerah. 

 

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap 

Belanja Modal 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan secara parsial untuk 

pemerintah kabupaten dan kota provinsi 

papua yangmenjadi sampel penelitian ini 

diperoleh hasil analisis bahwa Dana 

Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap 

belanja modal karena nilai t hitung -0,234 

< 1,940 dan nilai signifikansi 0,815 > 0,05 

maka maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 

Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, 

Dana Alokasi umum adalah dana yang 

berasal dari APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan keuangan antar 

daerah untuk membiayai kebutuhan 

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 

desentralisas. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa dana alokasi umum yang tinggi 

belum optimal dialokasikan kepada belanja 

modal guna perolehan aset tetap dan aset 

lainnya, dana alokasi umum lebih banyak 

dialokasikan untuk pembiayaan prioritas 

untuk program kegiatan pemerintahan 

kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengalokasian dana alokasi umum 

yang berlum merata untuk belanja yang 

harus dikeluarkan oleh daerah.  

Berdasarkan teori stewardship pemerintah 

daerah sebagai steward dan masyarakat 

sebagai principal, dana alokasi umum yang 

diberikan dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah harus digunakan untuk 

tujuan mensejahterakan masyarakat 

melalui perekonomian maupun 

peningkatan pada pelayanan publik, dan 

pemerintah sebagai steward juga harus 

melaporkan bahwa dana alokasi umum 
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sudah diterima dengan baik dan 

dialokasikan untuk kesejahteraan 

masyarakat sehingga hal itu bisa 

berguna untuk meningkatkan perolehan 

aset daerah. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Hilda Dyah Safitri & 

Kiky Asmara, 2023) dan (Alhogbi et 

al., 2018) yang menyatakan bahwa 

dana alokasi umum tidak berpengaruh 

terhadap belanja modal. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

(Lutpikah & Mahendra, 2020) 

menyatakan bahwa dana alokasi umum 

berpengaruh negatif terhadap belanja 

modal. Semakin besar dana alokasi 

umum yang diterima oleh pemerintah 

daerah maka dapat digunakan untuk 

memperoleh aset tetap dan aset lainnya 

melalui belanja modal. Pemerintah 

akan memantau pelaksanaan dari dana 

alokasi umum sehingga hal ini 

memotivasi pemerintah daerah untuk 

mengoptimalkan balnja modal untuk 

memperoleh aset daerah yang dapat 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

 

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus 

Terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan secara parsial 

untuk pemerintah kabupaten dan kota 

provinsi papua yangmenjadi sampel 

penelitian ini diperoleh hasil analisis 

bahwa Dana Alokasi Umum tidak 

berpengaruh terhadap belanja modal 

karena nilai t hitung 0,683 < 1,940 dan 

nilai signifikansi 0,495 > 0,05 maka H0 

diterima dan Ha ditolak. 

Dana alokasi khusus tidak berpengaruh 

terhadap belanja modal pemerintah 

daerah kabupaten dan kota provinsi 

papua menunjukkan bahwa kontribusi 

dana alokasi khusus terhadap belanja 

modal masih rendah. Hal ini berkaitan 

dengan prioritas dari pengalokasian 

dana alokasi khusus ini untuk 

pembangunan sarana dan prasarana 

untuk pembangunan daerah. Baik 

pembangunan fisik maupun non fisik 

seperti fasilitas umum maupun untuk 

membiayai program penyelenggaraan 

pemerintahan. Tetapi pemerintah juga 

perlu mengalokaikan dana alokasi umum 

untuk belanja modal guna menambah aset 

daerah yang dapat dirasakan manfaatnya 

oleh masyarakat.  

Berdasarkan teori stewardship, dimana 

pemerintah bertindak sebagai steward 

bertindak rasional dan bertanggungjawab 

dalam menjalankan tugas dan amanahnya. 

Dana alokasi khusus dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya untuk meningkatkan 

pembangunan dan meningkatkan aset 

daerah yang dimiliki oleh pemerintah 

kabupaten dan kota provinsi papua. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yaitu (Maryati et al., 

2022) dan (Huda & Sumiati, 2019) yang 

menyatakan bahwa dana alokasi khusus 

tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 

Hasil penelitian ini bertolak belakang 

dengan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya yaitu oleh (Surakhman et al., 

2019) dan (Dewi, 2019) berpengaruh 

positif terhadap belanja modal. Dengan 

meningkatnya dana alokasi khusus, belanja 

modal juga akan meningkat secara 

proporsional. Dampak positif dana alokasi 

khusus terhadap belanja modal adalah 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah 

bertanggungjawab dan berupaya sebaik-

baiknya dana alokasi khusus sesuai dengan 

kebutuhan prioritas daerah. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya 

mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi 

Khusus terhdap Belanja Modal pada 

pemerintah daerah kabupaten dan kota 

provinsi papua tahun 2017-2022. Peneliti 

memiliki keterbatasan penelitian ini antara 

lain sebagai berikut : 

1. Keterbatasan dalam tahun penelitian, 

dimana pada penelitian ini penulis hanya 
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melakukan pengamatan dalam kurun 

waktu 5 tahun penelitian yaitu dari 

2017-2022. 

2. Keterbatasan mengenai jumlah variabel 

yang diteliti, dimana pada penelitian ini 

penulis hanya menggunakan tiga 

variabel independen yaitu Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 

Dana Alokasi Khusus dan satu variabel 

dependen yaitu Belanja Modal. 

3. Keterbatasan pada objek penelitian, 

dimana pada penelitian ini penulis 

hanya menggunakan pemerintah 

daerah kabupaten dan kota provinsi 

papua tahun 2017-2022. 

4. Masih ada banyak variabel bebas 

lainnya yang dapat mempengaruhi 

variabel dependen yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. Peneliti memiliki 

keterbatasan dalam menganalisis dan 

mengolah data sampel untuk variabel 

penelitian, yang dapat menyebabkan 

kesalahan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab 

IV dengan tujuan penelitian untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaruh 

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum 

dan dana lokasi khusus terhadap belanja 

modal pada kabupaten/kota provinsi papua 

periode 2017-2022 yang dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Kondisi Belanja Modal pada 

kabupaten/kota provinsi papua tahun 

2017-2022 mengalami fluktuasi dari 

tahun ke tahun. Kenaikan dan 

penurunan tersebut  menunjukkan 

pengelolaan keuangan daerah yang 

masih kurang baik dalam upaya 

penyaluran dana dari APBD untuk 

pembangunan daerah melalui Belanja 

Modal. 

2. Kondisi Pendapatan Asli Daerah  pada 

kabupaten/kota provinsi papua tahun 

2017-2022 secara keseluruhan 

mengalami peningkatan yang cukup 

baik meskipun terdapat penurunan 2% 

pada tahun 2018 dan mengalami penurunan 

pada tahun 2020 yang disebabkan oleh 

pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan 

bahwa belum optimalnya daerah dalam 

menggali potensi pendapatan yang ada di 

daerahnya sendiri. 

3. Kondisi Dana Alokasi Umum pada 

kabupaten/kota provinsi papua tahun 2017-

2022 secara keseluruhan menunjukkan tren 

yang positif dalam pengalokasian dan 

pengelolaan Dana Alokasi Umum selama 

enam tahun, meski terdapat penurunan pada 

tahun 2018 dan 2020. Penurunan ini 

mungkin terjadi akibat dampak dari 

perubahan kebijakan atau efek dari 

pandemi. 

4. Kondisi Dana Alokasi Khusus  pada 

kabupaten/kota provinsi papua tahun 2017-

2022 secara keseluruhan masih kurang baik 

karena persentase yang tidak mengalami 

peningkatan yang signifikan. Dimana dana 

alokasi khusus ini seharusnya dapat 

dioptimalkan untuk melakukan 

pembangunan sarana dan prasarana di 

kabupaten/kota provinsi papua.  

5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus 

pada kabupaten/kota provinsi papua tahun 

2017-2022 sebagai berikut: 

a. Pendapatan Asli Daerah tidak 

berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

b.  Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh 

terhadap Belanja Modal. 

c. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh 

secara simultan terhadap Belanja Modal. 

d. Pendapatan Asli Daaerah, Dana Alokasi 

Umum, dan Dana Alokasi Khusus 

secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap Belanja Modal. 
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